BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJONOMO
R 2 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHK
ABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: a. bahwa guna memberikan pedoman dalam pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2010 agar dapat berjalan lancar,
berdaya guna dan berhasil guna, maka dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2010 telah ditetapkan
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.

b. bahwa dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian agar lebih efektif dan
efiJen dalam pelaksanaannya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Taiiun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
G?ji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 212,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang
Perubahan  Atas Keputusan Presiden Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4218);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 1);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Purworejo Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2009 Nomor 12);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 1);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor
2).



MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREO NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 77

(1) Batas waktu penyetoran pendapatan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas, di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo diatur tersendiri di luar
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) dengan mengingat

kondisi geografis dan jarak tempuh dari lokasi ke tempat penyetoran
pendapatan.

(2) Pengaturan batas waktu penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. 1 x24jam :

UPT Puskesmas Purworejo;

UPT Puskesmas Mranti;

UPT Puskesmas Cangkrep;

UPT Puskesmas Kutoarjo;

UPT Puskesmas Semawung Daleman;

UPT Puskesmas Bayan.

X 24 jam :
UPT Puskesmas Grabag;
UPT Puskesmas Ngombol;
UPT Puskesmas Bubutan;
UPT Puskesmas Bagelen;
UPT Puskemas Banyuurip;
UPT Puskesmas Seborokrapyak;
UPT Puskesmas Kaligesing;
UPT Puskesmas Wirun;
UPT Puskesmas Butuh;

. UPT Puskesmas Loano;

. UPT Puskesmas Kemiri;

. UPT Puskesmas Winong;

. UPT Puskesmas Gebang;

. UPT Puskesmas Bener;

. UPT Puskesmas Bragolan;

. UPT Puskemas Pituruh.
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c. 6x24jam :

UPT Puskesmas Bruno;

UPT Puskesmas Karanggetas;
UPT Puskesmas Banyuasin;
UPT Puskesmas Dadirejo;
UPT Puskesmas Sruwohrejo.

Pasal Il
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 21 Agustus 2010

BUPATI PURWOREJO,

Diundangkan di: Purwarejo MAHSUN ZAIN
pada tanggal : 21 Agustus 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI A NOMOR 5



